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s S DENGAN RAHHAT TUHAN YANG HA
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BUPATI BOMBANA,

o e Y
. Meni|mbangie§ T a. bahwa sebagai tindak lan]ut pelaksanaaaneramran Pemenntah

: Lo -Nomor 41 Tahun 2007 tentang Urgamsasg _Fjerangkat Daerah, atas |
! o ' dasar pertimbangan dalam " rangka | pelalé;an.aan[ kewenangan
' Pemerintah Daerah yang ‘disesuaikan dengan\kemampuan dan
kebutuhan daerah.  Untuk; menyelenggarakanunaksud tersebut,

e - perlu membentuk’ OrgamsaSI dan Tata Kerja Perangkat Daerah
.4y Kabupaten Bombana; : EM \ H 0y
. | o ' i B i :
©~ I . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga;rr;aﬁa d:maksud dalam
e *1 huruf a, periu- menetapkan Peratura | Daerah Kabupaten
"’-._-o,--'\-"‘“-j D Bombana T A ”‘ i ‘ H 5
o '?' . ’ ;%‘“‘ %} : 'i'.
! ‘ R ef- B )

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
h dan Bebas dari Korups:‘ Kolusi dan ‘Nepotisme

(Lembaran Negara Republik : Indonesia | Tahun |1999 Nomor 75,
Nomor 3851);

i 4 - Tambahan LembaranuegaraRepubh Indo‘ ia Nor
C YRR AL i
omor 43 Tahun 1999 tentanql Pe' b bahan atas

i , _
Mengmgat . 1, Undang-
' . Negara yang Bersi

N - 2. Undang-Undang N
; <A Undang-Undang Nomor '8 Tahun. 1974! tentzng pokok-pokok
' E R . Kepegawaian (Lembaran Negara REDUblLk [ d'oril‘esna \Tahun 1999
§ i . - Nomor 169, Tambahan Lembara ra 'ubhka Indonesia
L Nomor 3890); | M
~e Ty i 3. Undang- -Undang Nomor - 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Ly Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD (Lembarar.lilflegara Republik
: Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan' embaran Negara
; Republik Indonesia Nomor 4310); 7 Hl H P
Rt Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 entang mbentukan
oV et Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatcbi d Hj(ab'upaten Kolaka
o Utara di Provinsi Sulawesi; Tenggara. (Lembaran‘ Negara Republik
. C Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Ta Lembaran Negara
_ . Republik Indonesia - Nomor 4339); §| ‘ 1 m
— . 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun: 2 4\ ritang Pembentukan
T e peraturan Perundang-undangan (Le i rfe.:gara Republik
: ¢ Lembaran Negara

indonesia Tahun 2004 Nomor.53,
Repubhklndoneszauomor4389). . Hi‘i ‘ m H
.32 Tahun 2004!tentang menntahan
n Negara Republlk‘ lndonesua Tahun 2004
; Lef Nega@ Ropubhk Indonesia
" Nomor 4437) Sebagatmana telah bebérapa kah ldxubah terakhir
-dengan Undang-Undang ‘Nomor 12‘|Tahun |2008 ‘(Lembaran
‘Negara Republik ‘Indonesia Tahun . 2003\Nomor\ 59, | Tambahan

" Lembaran Negara Repubhk Indones;a Nomor 4Bt‘lr),

li!!l‘-&-,_...




Ir’,
|

i

!

!
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAQUPATEN.'BQM BANA

J

Menetapkan

. e

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan - | {x
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana; .: = ==
‘2. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; s

O !

- ROy YN

i:afi:' ;

7. Undang Undang Nomior 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat : ' dan’ |Pemenntah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun|2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indpnesna Nomor 4438);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahuni 1998 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembamn Negara

Republik Indonesia Nomor 3373); ., : 15" H .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembag:an
urusan pemerintahan antara Pemerintah, |Pemerintah Daerah
Provinsi dan - Pemerintah' Daerah, Kabupatenll(ota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ncmor |82, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 47|37), :

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 TahuanOO"' tentang Orgamsasu
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republnk Indonesna Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan l.embaran Negar'i RePubllk Indonesia
Nomor 4741); . {]

i

11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Repubhk Indonaa Tahur_l 2008'Nomor 40);

; ‘

. Dengan Persetujuan Bersamiai
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BUPATI BOMBANA NN
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KETENTUAN UMUM éi

Pasal 1

e -

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat,adaeléh;
- penyelenggara pemerintahan daerah;, Ui Mo

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut DPRD

sebagai unsur

.adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah;

L1
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajlban daerah

otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemenntahan! dan kepentmgan

~ masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan pemMang-unciEanga
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- f 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah. kesatuan rpasyarakat hukum
" yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang i'hengatur|dan mengurus
N urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat: setempat mepurut prakarsa
Republik

i»

L )

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam S|stem Negard esatuan
Indonesia; EITEERE

. |
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalarq penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah'.Sekretanat DPRD,

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
8. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemermtl'a daerah
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana,
10.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD ‘ | : i
-11.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana, * :
12.Staf Ahli adalah unsur penelaah masalah pemerintahan’ daerah 1RIE

13 Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yanga‘berada‘dqlam‘

. pemerintahan daerah Kabupaten Bombana; SRt I 3

lingkup

14,Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah,kab_upaten;

15.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural N |
BAB.II el
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAER!AEI

Pasal 2 o e
: i i

‘(1)Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja - Perangkat_Daer?h Kabupaten Bombana

U

‘terdiri atas: SRR LN b
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana; i i b
. Staf Ahli; SN
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borqbqna;_
Dinas Daerah Kabupaten Bombana; _ . S il

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bombana; | j : j*_ il
Kecamatan dan Kelurahan. A

L NNES

1

adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerahiml ! |

| |
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah‘ Kabupaten Bombana

(3)Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. dlatur leblh lanjut

dengan Peraturan Bupati. , | - ‘“

[ )

BAB III : ;
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DI\IE

Baglan Pertama Lo : N 1
Sekretariat Daerah i | |
' SRR R ]

Pasél 3

L

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. SR
(2)Sekretanat Daerah mempunyai tugas dan kewajaban membant
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan D:nas Daerah dan

! i

Daerah. SR
(3)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas danl kewaJIP
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi @ : : | H
a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemenntahan 'dlaera‘a‘h !
b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan; SRS R ¥
c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,: sgrana

pemerintahan daerah; dan R '
d. pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh Bupatl sesua.u de
fungsinya. il
(4)Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretans Daerah yang ber
bertanggung jawab kepada Bupati. _ A |

n-_.._— M__.___: JU—— ._: Jre—
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B‘upati dalam
Lembaga Teknis

sebagaimana

an prasarana
g|an tugas dan

dlbawah dan
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- (3)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagalmanaidlmaksud
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Bagian Kedua . |
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

i
(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. i ] |
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakaq

" administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaap tugas dan fungsi
DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga. ahll ‘yang dlperlukan oleh

B

DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ~(":" |||

(3)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagalmana d:rnaksud pada ayat

(2), menyelenggarakan fungsi: S @ !
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD o Lol
. b.-penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; I ;3 HE

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan |i 3 |

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang dlperlukan oleh DPRD;
: | : '

- (4)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan. !

)

(5)Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dlbawah dan bertanggung

‘jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. EERR b

Bagian Ketiga
Inspektorat

1

i

|
SRR
g,\-;lfs
: |

|

! S
Pasal 5- ‘ ‘-;: ! -

i

* (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemer ntahan daerah

''''''

(2)Inspektorat mempunyal tugas melakukan pengawasan . terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan|]pemb:naan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pe enntahan desa.

menyelenggarakan fungsi : ol
a. perencanaan program pengawasan; NN

‘‘‘‘‘

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;. dan; b f' L |

ada ‘ayat (2)

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

(4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

1
(5)Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab Iangsung kepada
Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembmaa jdan Sekretaris

Daerah. 7 | ! |5 j

.
Baglan Keempat IR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerahi

ST

J
]
i
1
i
nSJI'

Pasal 6 S f

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan au
- penyelenggaraan pemerintahan daerah.: A ;]
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyal tugg

perencana

s | |melaksanakan

~penyusunan dan pelaksanaan kebljakan daerah _dlblf ( perencanaan

i

pembangunan daerah. S : ¥

(3)Badan Perencanaan Pembangunan " Daerah dalam':fnelaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan!fungsr i |
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; o
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, 1y

. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang: perencanaan embangunan

daerah; dan : N

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatu!sesua {den

fungsinya. Y
(4)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh KepalaiBadan
k

(5)Kepala Badan berkedudukan d:bawah dan bertanggung jawé
melalui Sekretaris Daerah. S SR

! l I
PSS ECRN =

gan tugas dan

epada Bupati
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Bagian Kelima - {: aE
Dinas Daerah o '

P

Pasal 7 b a i

(1)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daefaﬁ ‘ ; ﬁ ! 1

(2)Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemermtaha:n daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. | 5 SRR " S

(3)Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagalman? damaksud pada?ayat (2),
i .
1

menyelenggarakan fungsi : i
~a, perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Ilngkup tugasnya,i o

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
-~ lingkup tugasnya; o ‘

. €. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Imgkup tuéfaépya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatl sesuai%de1gan tugas dan
fungsinya; , 2 iR ‘
(4)Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas. I i ;

(5)Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawat; kepada Bupati
, .

melalui Sekretaris Daerah.

(6)Pada dinas daerah dapat dibentuk - Unit Pelaksana Tek Dlnés untuk
“melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional: dan 1ata keglatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

(7)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud: pada ayat (6), dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung ]awab lepada Kepala Dinas
dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. . .

Bagian Keenam | til
Lembaga Teknis Daerah N

32-5 e

11 S
o dt B

Pasal8 3 :

(1)Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas BL |:'>at!|| :

(2)Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas— melaks_qnakan* penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. - (i i | || !l :

(3)Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagalma na dimaksud pada

ayat (2), menyelenggarakan fungsi : _ '
.- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Ilngkup tugasnya, l

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemenn;ghang daeréh sesuai
: dengan lingkup tugasnya; ‘ ’E 1;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lmgkup tugas:?ya dan

d. pelaksanaan tugas lain yang d:benkan oleh Bupatlgsesualldengan tugas dan
fungsinya. ! | !E |
(4)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat A1) dapat berbentuk
. Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah. l -|

(5)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dlp:mpm oleh Kepala Badan, yang
berbentuk_kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentu< Rumah Sakit
dipimpin oleh Direktur. Fii‘ N fl

(6)Kepala Badan dan Kantor serta Direktur sebagalmana'dlmaksiud pada ayat (5) .
berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupatl melalui Sekretaris
Daerah. !

(7)Pada lembaga Teknis Daerah yang . berbentuk Badan dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan keglatan tekms'pperasional dan
atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyal w:layah kerJa satu atau beberapa
kecamatan. : ,i. . :

(8)Pelaksana tugas tertentu dlplmpln oleh seorang kepalalyang hera da_dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati meIaIUI Sekretaris Daerah* T
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. (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat. ‘ G 1:- | i ;
- (6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung ]awab kepad Bupati melalui

- ' . . BABIV -ﬁ,ﬁ"

.- 1. Bagian Pemerintahan yang terdiri darl SRS

.

.

Bagian Ketu;uh
Keca matan

et aRenrm—— s ma o i B kot

Pasal 9 l‘H;f n

il
!
i

(1)Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat caerah kabupaten.
- (2)Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan ) pemepntahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonoml
(3)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi : AR A
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat i E |
b.

daerah

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertnban umum;

g. mengoordinaskan penerapan dan penegakan peraturan perundan undangan;
: €. mengoordinasikan penyelenggaraan keglatan : pemerlrrahan di tingkat

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasmtas pelayanan umum;

kecamatan; A

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau ke uraJhan dan
melaksanakan pelayanan masyarakat yang men]adl ruang Ilngkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerlntahan desalatau kelurahan.

{
* ‘(Sembilan) Bagian, yaitu: _— s b o
HiE

- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagarmana dlmaksud lpada’ ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. .- : "if l: i

Sekretaris Daerah.

(7) Pedoman Organisasi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturaq :Menterl setelah
: mendapat pertimbangan dari Menteri yang ,zmenyelenggarakan urusan

i

. '“' :‘.‘ |

Bagian Kedelapan ;i:'a-'i |
Kelurahan o {

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.i

.

Pasai 10

N i
: (1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang, dlplmpm .ol

53'

[

.Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; ‘I
(2)Lurah bertanggung jawab kepada Bupatl melalui Camat i

SRk

- ;%‘ I

. - \ ' SR
' ) Pasal11 ‘ *-iéf ;;- 1
Dalam menjalankan tugas dan fungsmya,_Lurah menerlma pellimpa
kewenangan pemermtahan dari Camat. ‘ ;té,; | i :

wp

i

\\.

REE

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT I?AERAI"I |
"~ ~~- < .. _. _ Bagian Pertama IR !1 A
‘ Sekretarlat_Daera_l_h‘_z_._ IO
o Pasaliz < Bk
R

(1)Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana terdiri atas 3 ('I“g'_a)E

a. A5|sten Pemerintahan, membawahi : ” ; ’gfi;' ol

H
i

'a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilay
b) Sub Bagian Otonomi Desa dan Hubungan Antar Lembaga,

c) Sub Bagian Prasarana Fisik Pemerintahan dan Pertanaharll _.5

6 SR

T

1 H
! |
i

eh]georang Kepala
Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah, yang diangkat ole:h ?Upatl atas usul
' i

han sebagian

ah;
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T _ : Pasal 13 |
Sekretarlat DPRD Kabupaten Bombana terd:rl atas 3 (tlga) Bag|a1 dla
Baglan yaitu : ,fé R :;g: B }
a. -Bagian Umum yang terdiri dan i - ;

2. Bagian Hukum yang terdiri dan o ?5 s

EETIE
R

a) Sub Baglan Tata Hukum dan Perundang undangan

b) Sub Bagian Bantuan Hukum; -

a) Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomumkasi

| Pengelolaan Data Elektronik ( PDE ); LN
c) Sub Bagian Penghubung Pemerlntah Daerah.
b. As:sten Perekonomian dan Pembangunan membawah:
1. Baglan Perekonomian dan Perizinan yang terdiri darl

b) Sub Bagian Pengumpulan .Informasi, Dokumehtésij

a) Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha Mlllk Daera

pihak ke tiga;

b) Sub Bagian Perindustrian dan Perda
dan Asing;

¢) Sub Bagian Perizinan dan Promos:
2. Bagian Pembangunan yang terdiri dari:
a) Sub Bagian Administrasi dan Program Kerja; - .
'b) Sub Bagian Pengendalian dan Evapor
. ©) Sub Bagian Bantuan Pembangunan
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri darl

Ly

C. As:sten Administrasi Umum membawahi: biye
1. Baglan Organisasi dan Kepegawaian yang terd:rl dari::

a) Sub Bagian Penataan Kelembagaan; SN

b) Sub Bagian Penataan Ketatalaksanaan; .. ';

c) Sub Bagian Penataan Pegawai.

2. Bagian Umum dan Perlengkapan yahg terdiri darl -M _ !
a) Sub Baglan Tata Usaha, Pimpinan dan Keuangan Sekreta:iai
|

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan,s ! I

c) Sub Bagian Pengadaan, Pemellharaan dan Penaataan Ba

3. Baglan Keuangan yang terdiri dari : B
a) Sub Bagian Anggaran;
'b) Sub Bagian Perbendaharaan;

" ¢) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikast.

B%Qidn Kedua ‘ .
Sek're'ta‘riat DPRD

Ceid
SRS L

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaran,
2. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokoler

b. Bagian Keuangan yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Anggaran dan Pembayaran; S
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan. Pelaporan = i
Bagian Persidangan terdiri dari : :

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah; o o .
2. Sub Bagian Perundang-undangan dan gokumentag_.} . . Lk

“, N b “l :
S 7 S

i

!

€) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. » ' if:é' e
Bagian Hubungan Masyarakat dan protokol yang terdm ‘

: |
P A Do

1
I

[
;..

1
. !
H
i

i

a) Sub Bagian Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transm
b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Pemuda da

€) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Be

4,
i

;
i
:
i
;
;
|
) !
N il
,
!
}

SN T

dari:
1
i

Ii‘nsdarr

gangan, Penanaman Modal Daerah

!

i
?
i
§
1
i
i
i
1
1

i
t

3

dan

Publikasi

kerja'sama

i H
i 1

grasr,
n, Olahraga,
encana

t Daerah;

6 (énam) Sub
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(1)Dinas Daerah Kabupaten Bombana terdm atas 12 (dua belas) Dlr as
a. Dinas Pekerjaan Umum membawahl : ettt ! |

Lot , !

"

A1l

. Dinas Kesehatan membawahi : RV BRI

2. Bidang Pemberantasan Pengendalian Penyaklt; (P2)

. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata memba\'fv!ahi :

Bagian Ketiga
Dinas Daerah

Pasal 14

1. Sekretaris yang terdiri dari : i
a) Sub Bagian Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan,

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. ; ; ' L
2. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari: STITE

i

a) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan; = . ||
b) Seksi Pemukiman, Penyehatan ngkungan dan a|r bersih

3. Bidang Pengairan yang terdiri dari : : SRS f 'i f ,
a) Seksl Bangunan, Pengairan dan Bina Manfaat' gl o |
b) Seksi Operasi dan Pemehharaan ; i i S

4. Bidang Bina Marga yang terdiridari : - ... il A
a) Seksl Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, '
b) Seksi Peralatan dan Perbekalan L ERE

Ve

1. Sekretaris yang terdiri dari : Ppb
a) Sub Bagian Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan,
b} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. : ‘

......

Lingkungan (PL) yang terdiri dari: G F
a) Seksi Pemberantasan Pengendalian Penyaklt, H i
b) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

l
1
)
t

|

i
i
!
i
1
I

;
1
i

E

e st ot i e b ke

. yaitd :

dan Penyehatan

|
{
3. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gm Masyarakat yang terdiri' dari :
a) Seksi Kesehatan Keluarga; ' ‘ ‘gir 1;! | 1 :
b) Seksi Gizi Masyarakat. " BT t: i I -
4, Bidang Pelayanan Medts, Farmasn, Perizmani dan{ Jaminan Kesehatan
Masyarakat yang terdiri dari: | ’i! HE I
a) Seksi Farmasi; : ' SPRERE ~-i=

b) Seksi Pelayanan Medik, Penzman dan Jamman Keseha

1. Sekretaris yang terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan,

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. : i “ ]

2. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendldtkan Dasar;yar
‘a) Seksi Pendidikan Pra Sekolah; | ; Hi
|

)

'b) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hi
3. Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA yang terdln dan

a) Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama - (SL

b) Seksi Pendidikan SLTA/SMK. »
4, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan ° ;. f L
Olahraga (Diklusepora) yang terdiri dari : - : P
a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah; TR
b) Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga ‘i
5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang terdln dar: -

a) Seksi Kebudayaan; f : \ . ;.: e

b) Seksi Pariwisata. _ f_‘f SHEEnY

i
tan Masyarakat.

;|

d|r| dari
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e

L

e

i

Mk 1

e

d. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunaan dan Holtlkulturé
1. Sekretaris yang terdiri dari : : Vo i
* a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan-

. Bidang Pertanian Tanaman Pangan yang terdiri dan ‘ ¥ ;
. Bidang Peternakan yang terdiri dari : i
~ a) Seksi Pembibitan dan Pengembangan Produk5| Ternak

. Bidang Perkebunan dan Hortlkultura yang terdln dan i
a) Seksi Produksi, Pengembangan, Statlstlk Perkebunaq dan

. Bidang Perlindungan Hutan yang terdiri dari :

. Bldang Pengembangan Industri yang terdln dari : ; e
a) Seksi Industri Tekstil, Aneka Logam dan Perekayasa?h

. Bidang Perdagangan yang terdiri dari: m
. a) Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Pemsahaanri
© b) Seksi Pengembangan Pasar, Perlmdungan Konsume ,dtar\
. Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM)| an

. Bidang Penanaman Modal yang terdlrl dart :

g Dinas Pertambangan dan qu[gl membawahl
71, Sekretaris yang terdiri dari : -

RN IR R AARLE N

P '
ot R
1

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. ; ';

a) Seksi Produksi, Pengembangan dan Statlstlk Pertanlan

r':

b) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet.

Ll

b) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hort:ku; r
. Bidang Ketahanan Pangan yang terdlrl dari : = g‘ ;o

a) Seksi Agribisnis dan Promosi; .

b) Seksi Ketahanan Pangan dan Hubungan Kelembagaan P
e. Dinas Kehutanan membawahi : S
1. Sekretaris yang terdiri dari : S

!
i
a) Sub Bagian Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan, ,
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

a) Seksi Keamanan dan Perundang- undangan, X
b) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan. S ;
Bidang Usaha Kehutanan yang terd|r| dari: . .
a) Seksi Perizinan;

b) Seksi Produksi.

i

S ekt . & e L

!
a.
!

[T . SUS
o

|
i
1
i
J
1

... Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosnal yang terdu'n‘ daru

1

membawabhi :
{

Perte anaman Pangan;
b} Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Panga . :

Hortikultura;

ygluh-an.

a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Konservas: Tanal?,i ! *
b) Seksi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Huta’n4 '

_mi!r ‘

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. N

"!; =1

i

b) Seksi Industri Kecil dan Menengah

a) Seksi Bimbingan Usaha KoperasiL s I
b) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ( II( ) ,
P
¥

m———

H
!
a) Seksi Sarana dan Hubungan Kelembagaan, g e
b) Seksi Promosi Investasi. S '

1
\(:
LR

a) Sub Bagian Umum, Kepegawa1an dan Perlengkapan,
b} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan "';;i ;

_— —.-.‘w
\—

q
f
1
3
t
1
i
i
1

i

ilik.

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopera51 dan Penanaman EModaI me.mbawahl:
1. Sekretaris yang terdiri dari : e
' a) Sub Bagian Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan,

Ekspor-Impor
terdlrl dar|




{=

am)

i

te

+ a) Seksi Geologi; . R
' b) Seksi Sumber Daya Mineral. R

h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosnal

1.

. i. Dinas Perhubungan membawahi: - - . |

1.

: J. Dinas Kependudukan dan Pencatatan S|p|| membawahn:z K

_:‘1

r X,

2.

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral yang terdm da

a) Seksi Minyak dan Gas; .f o o ,

'b) Sub Bagian Perencanaan daq Keuangan. .
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terd:rl dari:
. a) Seksi Pengelolaan Pendaftran Kependudukan, o

l I ‘

Bidang Energi yang terdiri dari :

b) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energ| R 1 e
Bidang Pertambangan Umum yang terdiri dari : Lo
a) Seksi Pelayanan Perizinan; BT
' b) Seksi Pengawasan Pertambangan. SRR

Sekretaris yang terdiri dari : SR b
a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan,
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Tenaga Kerja yang terdiri dari : :
a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Ker]a,|
b) Seksi Instruktur dan Pemagangan Tenaga Kerja. |
Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari : 5 ,
a) Seksi Pemberdayaan dan pela?anan Sosial; , ' :
b) Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial. . ‘ii- ! |
Bidang Ketransmigrasian yang terdiri dari: B
a) Seksi Penempatan dan Perbekalan,

)

LI
i
:

. |
b) Seksi Pengembangan Kawasan dan Pengendallan Laham-

R R

e BNy

Sekretaris yang terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan, |
b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : . M
Bidang Perhubungan Darat yang terdiri dari:: '

a) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan, DR
b) Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana
Bidang Perhubungan Laut yang terdiri dari : ;fgi | i ;
a) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; i e

b) Seksi Kepelabuhanan. | T ?i?; ;

Bidang Pos dan Telekomunikasi yang terdiri daru STk
a) Seksi Pos; _,
b) Seksi Telekomunikasi. - SRR

|
:

-Sekretaris yang terdiri dari: . i
a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan,; !

b) Seksi Pencatatan Sipil; ' _ ! - i
l . :
c) Seksi Momtormg dan Efaluasi. i -‘

Bidang Pengelolaan Data, InformaSI dan Proyeksn Keperd
|

dari: Cg e
a) Seksi Data dan Pelaporan; . “-f ﬁ |
b) Seksi Proyeksi dan Kebijakan KependudukPn

¢) Seksi Dokumentasi Pengelolaan Informasi Kependud.

.
-

'
H
1

membaw{ahi :

kgn yang terdiri
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in

L SN

(»

Je Di'nas Kelautan dan Perikanan membawahi : E i_f fol

Lembaga teknis daerah terdiri dari:
a. Inspektorat membawahl

S

1, Sekretaris yang terdiri dari:

b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan,

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan T f;; |

2. Bidang Pengembangan Perikanan yang terdlrl darl

d) Seksi Pembudidayaan; - ”5 ‘:. ‘

e) Seksi Penangkapan dan Pengelolaan Kekayaar} Laut
:

d) Seksi Bina Usaha Perikanan;

4. Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecif yang terdm darl

a) Seksi Konservasi dan Pengelolaan Pulau- pulau Kecnl
b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

3. Bidang Bina Usaha Perikanan yang terdiri dan " ”i" y ; g

k. Dinas Pendapatan Daerah membawahi : e ' . !
1. Sekretaris yang tediridari: = RIS RN E

Bidang,

1.

pwon

5.

1.

!
|
. !
e) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pernasaréan. :
i
i
|
1

a)Sub Baglan Umum, Kepegawalan dan Perlengkapan,

b)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

' 2. Bidang Bina Program yang terdiri dari : 4 g

~ a)Seksi P'en\/usunan Program; - . el L

b)Seksi Evaluasi dan Pelaporan. ° AT

3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang terdln dan

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan, _ 2 ;
b)Seksi Penetapan dan Dokumentasi. ' i
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan yang terdiri darl

'i

a) Seksi Penagihan dan Pendapatan Asli Daerah i ‘ i

b) Seksi Pembukuan. ‘ RS ‘;

T

(2)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas Sekretarls dan ‘ f :
Sekretaris terdiri atas Sub Baglan dan Btdang terdiri a

“

Bagian Keempat' -

Lembaga Tekms Daerah ’:

Fgl. 1‘
|
\

i
i
Pasal 15 AT
| 551\
iy

Sekretaris yang terdiri dari : i
a) Sub Bagian Umum, Kepegawatan dan Perlengkapan,
b) Sub Bagian Perencanaan, Monef dan Keuangan
Inspektur Pembantu I; . = §g, §
Inspektur Pembantu II; s R
Inspektur Pembantu III;

M
LI

: : -

N PR |
‘-“:'! N
N B R

Inspektur Pembantu IV o ik
b. Badan terdiri atas : i ;';; :

\
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi: .

Cig : J
a) Sekretaris yang terdiri dari : E 7 o

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

ll

i
b

ata




o

b)

c)

d) Bidang statistik, Penelitian dan Pengembangan yang terdin darn

m

a)

b)

d)

3. Badan Kepegawaian Daerah membawahi : C ﬂ: ‘
a) Sekretaris yang terdiri dari: |

. i
b) Bidang Mutasi dan Pembinaan PNS yang terd:n dari i
1) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Pmdah Wllayah KEI!'j ;
© 2) Sub Bidang Pembinaan PNS dan Pensmn BRI b
¢) Bidang Perencaan dan Pengadaan Pegawai yang terdln ctlé
SR N

d) Bidang Pengembangan dan Diklat yang terdlrl dari Lo

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PeﬁlndunganMasyaral a

3’ M’!

Bidang Fisik dan Prasarana yang terdm dari :

1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sumber Dayae‘ Laut,gé

dan Energi; i
2) Sub Bidang Pemuknman dan Prasarana Wllayah
Kawasan dan Penataan Ruang. ;

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang terdiri dan 3 | '

Pgrtarinbangan

Pengembangan

1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, "I"eﬁagé Kérja dan

Transmigrasi, Koperasi dan Dunia Usaha; éé T

2) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Senil dan‘i
Kesehatan, SDM, Perikanan dan Kelautan. LSRR

1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statlst:k

il

B‘u daya, Diknas,

H

2) Sub Bidang Pengendalian, Evalua5|, Kerjasama dan PIL.Iaporan

embawahi : - Pl
Sekretaris yang terdiri dari : B f
1) Sub Baglan Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, ;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan _j—:;1 ;

i
i

i
i

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KLIuarga Berencana

Bidang Sosial Budaya, Ketahanan Masyakat, Pemanfaaftan Sumber Daya
Atam, Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonoml Masy rak t, yapg terdiri

dari: !!.

1) Sub Bidang Sosial Budaya Dan Ketahanan Masyarakatr |
2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam, !T eknologi y

Usaha Ekonomi Masyatakat. !
Bidang Pemberdayaan Perempuan yang terdlrl dari :. 1;?
1) Sub Bidang Pembinaan dan Perhndungan Anak % r

2) Sub Bidang Organisasi dan Pengembangan 3 : |

-;i

4
H
'

'ebat Guna Dan

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang terdln dan :

1) Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana, Kesehdtan

Alat Kontrasepsi; u;a I

iReproduksn dan

2) Sub Bidang Operasional Keluarga Se]ahtera dan Ketahanan Keluarga

5

1'1_
i

T

1) Sub Bagian Umum dan perlengkapan;
2) Sub Bagian Keuangan. : BT ! 5

1) Sub Bidang Perencanaan Pegawal;
2} Sub Bidang Pengadaan Pegawai ‘ o i : i S

1) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi; = " 1.' '
2) Sub Bidang Diklat. I }

a) Sekretaris yang terdiridari : SRR EERNN S b

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan,ﬁl :

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

I

*i; !

t memb:ajWahi :




LY VA
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-
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terdiri dari :

1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Etlka Polltik'
2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pendndlkan POIItIk.Z

¢) Bidang Penanganan Konflik yang terdiri darl. : t

1) Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;
-2) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

d) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bencana yang terdlri dari :

1) Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabllltasi, i b
2) Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengarahan s

ETE NI

5. Badan Pelaksana Penyuluhan
membawahi:

a) Sekretaris yang terdiri dari :

Pertanian,

1)Sub Bagian Umum, Kepegawafan dan Perlengkapan, ,
* 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. . ‘; ; f P ?

PRI R

b) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber1 Day:a
P |

terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; = |

Pgnkan

l

EE;

. 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusla.

c) Bidang Pengembangan Informasi dan Tehnologi yang t
- 1) Sub Bidang Pengkajian Tehnologi dan Metode Penyuluhan,

'-.'ﬂ*

2)Sub Bidang Informasi dan KomumkaSI

d) Bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari

1)Sub Bidang Pembinaan Monitoring dan Evaluasi

I

I
2)Sub Bidang Program Penyuluhan Pertanian, Pe:l":kanan d?
HEHE
1. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan 1
Pemakaman membawahi : g NI

C. Kantor Terdiri atas :

a) Sub Bagian Tata Usaha;

¢) Seksi Pengawasan dan Pemullhan Lingkungan, :
d) Seksi Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan

2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja membawahl : ‘3 . ‘

'a) Sub Bagian Tata Usaha; . ; 3

¢) Seksi Operasional dan Pengawalan;
-d) Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan. :

3. Rumah Sakit Umum Daerah membawahi : v
a) Sub Bagian Tata Usaha Co '

C e a—

b) Seksi Penunjang Gizi, Laboratorium dan Farmasi
* ¢) Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Rujukan

|
el 1

I! i

Bagian Kelima ;i
Kecamatan L
Pasal 16

Camat membawahi :
a. Sekretaris yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, %

2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan,; :

éi
1y

il
1!
i

1

|
Peni
: \

b) Seksi Penegakan, Penertiban dan Pengamanan : | f

l"

i
N
. i
i

|

i
i
'

i
i
i

an*
TN
ol

i

da

1
1
i
;
a
]

i
¢
|
|
{
H

4
B

i

1

~ b) Bidang Pengembangan Nllai-nilai Kebangsaan, danj B-Lildr'va.‘, Politik yang

3

umber daya.
dan’

K_ehutanan

Manusia yang

e.rdlri darl

i 1]

n Kehutanan.

Kébakaran.




‘m

b.
c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
T d.

1 Vorareryy gt

PR

b. Seksi Tata Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. -

Bagian Keenam
Kelurahan

Pasal 17
Lurah membawahi :
a. Sekretaris;
Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

BAB V TR K
STAF AHLI oy

Y
Pasal 18 'ffﬁi--!g
|
|

[
o
i

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahll yang d:angkat

dari Pegawai Negeri Sipil. S

. (2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tlgé

terdiri dari : i

a. staf ahli bidang hukum dan pOIltlk mempunyal tugas me
mengenai hukum dan politik; B | i

" b. staf ahli bidang pemerintahan dan. pengembangan sumber

) § Etaf Ahll yang
i ;
o ﬁ
rqberikan telaahan

1

(daya manusia,

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenaf 'pgmenntahan dan

pengembangan sumber daya manusia; SRRy

c. staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan

rﬁempunyan tugas

memberikan telaahan mengenai perekonomian, pembangunan dan keuangan-

(3)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sebaga: Staf Al}h.

(4)Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara admlmstratlf dlkoordlnaSIkan oieh

Sekretaris Daerah. ;
(5)Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati dlluar tugas d
. perangkat daerah.
(6)Adapun, hubungan kerja sama Staf Ahll dengan Satuan lKerjél
bersifat konsultasi dan koordinasi. il

BAB VI I

sh:-" i

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL X

Pasal 19 . jj :

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII S
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 4

: :
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesual kebll.limg:wan‘ bérdasarkan

i

]

Pasal20 j;, ,

ap :ngsi

!;’erangkat Daerah

(1)Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan terdiri afas 1 (sétuj Sub Bagian Tata

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan

Peraturan Bupati.

P
I-‘.
: !

14

!
]
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|
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. P

- il

i e e

. _ : BAB VIII

: | | TATA KERJA T
Pasal 21 E
s :
.t Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Satuan KerJa Perangkat Daerah wajib

tF-

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan smkromsasn ba:k' darlam lingkungan
masing-masing maupun antara Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1 .
. Pasal 22 *jjif I
[

(1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. RN |-
- (2)Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wa_]lb mem Jénkan petun]uk
pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan
- pelaksana yang berada didalam lingkungannya. b :
(3)Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan men_]alankan
tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, ‘maka dapat‘menunjuk salah
seorang pejabat yang berada 1 (satu) tlngkat dlbawahnya untuk melaksanakan

' tugasnya. _ o

[ R
BABIX . |

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN |

|
: *1’1,

i»

i

Pasal 23 . e |

& : T 5 H :
* (1)Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh ’Gubernilr atas usul tertulis
~ Bupati yang tata cara, prosedur dan mekanismenya d:laksanakan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku e :
- (2) Pejabat Struktural Eselon I1.b, III.a, IIL. b, IV.a, IV. b dan V.d perangkat daerah
.= diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang: tata ‘cara, | ‘prosedur dan
e mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,\ peraturan perundang-
~ undangan yang berlaku. R !

® BAB X )

ESELON PERANGKAT DAER?H: e
Pasalr 24 & K

. T

Eselon jabatan perangkat daerah kabupaten terdm darit ‘i z'. N

- a, Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon. 1L a, ; i | .

b.Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan lInspe<tur dan Staf Ahli

‘Bupati merupakan jabatan struktural eselon 1L.b; . ;:’! EIRI I

)z, ¢. Kepala: Kantor, Camat, Kepala Bagian, - Sekretaris. ipada Dmas,t Badan dan
. ‘Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon HLa;

d.KepaIa Bidang pada Dinas dan Badan, Direktur Rumah Saklt Umum1 Daerah kelas D

dan Sekretans Camat, merupakan jabatan struktura! eselon ITL.b;| ‘

- e. Lurah Kepala Seksi, Kepala Sub Bag:an, Kepala SubiB:dangr dan Kepala Unit
4 Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan }ababan strukzurdl ESEiOfi V. 8;
. _ Sakretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepaia Sub Baglan pada Unit

Folaksasc Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Ke;uruan dan Kepala Sub Bagian
pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatzn struidural _e;eian IV.b'

g.Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan ! pala Tata Usaha
Sekolah Menengah merupakan ]abatan sh-uktural es_e!on V a.|’|: [

i
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BAB XI o
* PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

.'_t!l:
.- | ' | f' |
!

¢ Pasal 25

E Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kabupate
., Gubernur. , . P !

. :ét
. . . -3;
H

Pasal 26

di_iakukan oleh

?

e e e T e e it

- (1)Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagalmana dimaksud :qa!ém Pasal 25
. dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi,. integra< sinkronisasi dan
s:mpllf kasi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah I

(2)Pemblnaan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dulzakukan‘ melalui
v - fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat
Daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Fengan DPRD.

(3)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dlmaksud pada aydt (2), dlsampalkan
. kepada Gubernur. . RN B ,

BAB XII i

I

1

|

| | : s

, ‘ KETENTUAN I..AIN-LAIN e

| - | !

Lo ' Pasa|27 SERNE j
ch (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebLlur’n dltetapkannya
- Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap. berlaku sepanJang belum d:atur dengan

L - Peraturan Bupati.

|
il
(2) Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan eselon III a, ls‘lebelum Reraturan
Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak' ‘administrasi
:i ‘: | i B .
PR M i i !

Ia:nnya dalam jabatan struktural eselon IMLa.

BAS XX
KETENTUAN PENUTUP - - ' [i| |

)

: ; :

“ ‘ : oty Sl o
. . vl

Pasal 28 ;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka beriakunya Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007, tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana - Nomor,; 02 | Tahun '12005 : tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah I(abupaten Bombana,
. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 'dan' [Sekretar